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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa akta perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 

144/Pdt.G/2021/PN Kpg memliki kekuatan eksekutorial yang melekat pada 

dirinya yaitu terhadap perkara nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg diselesaikan 

melalui Mediasi di dalam Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A (Perdamaian) 

yang mengacu pada Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (disingkat Perma No. 1 Tahun 

2016), dan Pasal 130 HIR/154 RBg.  Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) 

Perma No. 1 Tahun 2016, para pihak membuat kesepakatan perdamaian dengan 

bantuan mediator kemudian kesepakatan itu dikukuhkan ke dalam akta 

perdamaian. Akan tetapi, para pihak tergugat tidak secara langsung 

melaksanakan akta perdamaian dalam putusan nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg, 

maka dengan hal ini pihak lawan (Penggugat) dapat melakukan permohonan 

eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA. Demikian, bahwa Ketua 

Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A mengeluarkan penetapan Aanmaning (Pasal 

196 HIR) yaitu sebagai peringatan/teguran agar debitur dalam hal ini adalah 

pihak tergugat untuk menjalankan isi putusan tersebut.  
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5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran 

bahwa mengingat akta perdamaian yang dikeluarkan bersama putusan 

perdamaian disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, sehingga tertutup untuk upaya banding dan kasasi, karena akta 

perdamaian melekat kekuatan eksekutorial, maka disarankan kepada para pihak 

untuk menepati dan menaati segala apa yang diperjanjikan dalam kesepakatan 

perdamaian semata-mata untuk menghindari teguran peringatan dari Ketua 

Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A. 
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